INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 900/11/KEP-ITKAB/TAHUN 2020

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN USER RELEASER DAN USER MAKER

Menimbang

Mengingat

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

TAHUN ANGGARAN 2020
INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sintang

Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non
Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang, perlu dilakukan secara tertib, transparan dan

bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-
undangan;

. bahwa dalam kaitannya dengan maksud tersebut pada

huruf a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2020 pada Inspektorat Kabupaten Sintang, maka
dipandang perlu untuk menunjuk User Releaser dan User
Maker pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2020;

. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di

atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur
Kabupaten Sintang;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara . Republik Indonesia -
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150); '

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614); " ‘

14. Peraturan Pemerintah...



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 7); '

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yaitu percepatan
implementas:  transaksi non  tunai di  seluruh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang;

4. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

Menunjuk User Releaser dan User Maker pada Inspektorat
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dengan nama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

User Releaser sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
mempunyai tugas melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi
vang diajukan User Maker pada aplikasi Cash Management
System (CMS).

User Maker sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
mempunyai tugas melakukan input data transaksi keuangan pada
aplikasi Cash Management System (CMS).

KEEMPAT...



KEEMPAT . User Releaser dan User Maker sebagaimana pada DIKTUM

KELIMA

KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Inspektur Kabupaten Sintang.

Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal 08
Januari 2020, dengan ketentuan:

a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, DPA Inspektorat
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;

b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada ta1§g_a_ll\ 30 Januari 2020
AR KAZ N

J ATEN SINTANG,

Tembusan:

Yth.

1.
2.

3.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sintang di Sintang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di
Sintang.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sintang di Sintang.

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang di Sintang.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.



(2o 4250)
NVONVNEN NVA WNNN 200 T €0610T STL08861 "dIN
ISVALSININAY NVIOVL e /I ‘VANIN VLYNAJ
NS vAvd VNVSIV1ad "A'S ‘INVAIL ONE NAHVM '€
(axyoyr 4250)
620 T 10800Z 8080861 "dIN
NVAVNTAONHL o/11 “4NLYONAJ
VIVHVANAL INFHIVIA ILNL T
(aspayay 42s0) (urwupy 43sq)
NVONVNII NVA 020 T $0900T +0T08L6T ‘dIN DNVINIS 100 T 110861 £2.00961 "dIN
WNAN ISVALSININAY P/111 ‘I LV3ONIL VLVNAJ NALVINGVSI 9/ Al ‘VANIN VINVLN VNIGNAJ
NVIDVE €gnNS VIVda 'd'S ‘YNITIVIN INFT 1 ANIIFISNI "IS'IN 'S0S'S ‘DNOIF SINYNOTOdY
9 s 1 d £ z
dIN/3uemy 10D /3eqydueg /eweN dIN/3ueny-jopn/yeqdued /eweN
RE)’ | Jjojoq uejeqep LD 42S[] WeP 435D 43S joyod uejeqep Suereq eundfuog/ueredduy eunSduag

020 NVAVODDNV NNHV.L
ONV.NIS NILVANEVH LVIO.LMIAdSNI VAVd
JAAVIN dASN NVA JASVATHA ddSN VINVN AV.ILIAVA

0202 NVAVDODNV NNHV.L
ONVINIS NELVdNEVH LVIOLMIAASNI VAVd MV dASN NVA JFSVIATIY dHSA NVINCNANId @ ONV.ILNIL
020 IIVNANVIL 0€ @ ‘TVODODNVL
0202 NOHV.L/avALI-daY/11/006 JONON
DNV.LNIS NELVdQEVH dNLHIdSNI NVSALNdEH *© NVAIdINVT




